II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Tindak Pidana

Pada penjelasan KUHPidana dikenal istilah strafbaarfeit, kepustakaan tentang
hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-
undang dalam merumuskan undang-undang mempergunakan peristiwa pidana,
atau perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana disinonimkan dengan
delik, yang berasal dari bahasa Latin, yakni delictum. Menurut bahasa Jerman
disebut delict, dan dalam bahasa Belanda disebut delict. Kamus Besar Bahasa
Indonesia menggunakan istilah delik yaitu perbuatan yang dapat dikenakan

hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana'

Hukum Pidana Belanda menggunakan istilah strafbaarfeit. Hukum Pidana negara
Anglo Saxon memakai istilah offense atau a criminal act untuk maksud yang
sama. KUHPidana Indonesia bersumber pada WvS Belanda, maka istilah aslinya
pun sama yaitu strafbaarfeit. Istilah strafbaarfeit terdiri dari tiga unsur yakni
straf, baar, dan feit.Straf berarti hukuman (pidana), baar berarti dapat (boleh),
serta feit yang berartiperistiwa.(perbuatan). Tindak Pidana berati suatu perbuatan

yang pelakunya dapat dikenai hukuman pidana.16

1515Teguh Prasetyo, 2011, Hukum Pidana, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 47
16Wirjono Prodjodikoro, 2009, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Bandung,
hlm. 59.
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Adapun istilah yang digunakan oleh para ahli yaitu: Vos menggunakan istilah
strafbaarfeit yaitu suatu kelakuan manusia yang diancam pidana oleh peraturan
undang-undang, sehingga suatu kelakuan yang pada umumnya dilarang dengan

. 1
ancaman pidana.'’

Pompe membedakan pengertian strafbaarfeit yaitu:

a. Definisi menurut teori, memberikan pengertian strafbaarfeit adalah suatu
pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan
diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan
menyelamatkan kesejahteraan umum.

b. Definisi hukum positif, merumuskan pengertian strafbaarfeit adalah suatu
kejadian (feit) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai
perbuatan yang dapat dihukum."®

c. Utrecht menggunakan istilah “peristiwa pidana” beliau menerjemahkan istilah
feit secara harfiah menjadi “peristiwa”. Namun, Moeljatno menolak istilah
peristiwa pidana karena katanya peristiwa itu adalah pengertianyang konkret
yang hanya menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja, misalnya
matinya orang. Hukum pidana tidak melarang matinya orang, tetapi melarang

. s 1
adanya orang mati karena perbuatan orang lain."

Ide diversi sebagai bentuk pengalihan atau penyampingan penanganan kenakalan
anak dari proses peradilan anak konvesional, kearah penanganan anak yang lebih

bersifat pelayanan kemasyarakatan, dan 1ide diversi dilakukan untuk

”Bambang Poernomo, Op.Cit., hlm. 91.
"®bid
Y Andi Hamzah, 2005, Azas-Azas Hukum Pidana, Yarsif Watampone, Jakarta,hlm. 95
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menghindarkan anak pelaku dari dampak negatif praktek penyelenggaraan

peradilan anak.

Konsep diversi didasarkan pada kenyataan bahwa proses peradilan pidana
terhadap anak pelaku tindak pidana melalui sistem peradilan pidana lebih banyak
menimbulkan bahaya dari pada kebaikan. Alasan dasarnya yaitu pengadilan akan
memberikan efek jera terhadap anak atas tindakan yang dilakukannya seperti anak
dianggap jahat, sehingga lebih baik untuk menghindarkannya ke luar sistem
peradilan pidana. Di Indonesia tujuan ide diversi yaitu, untuk menghindari
penahanan, untuk menghindari cap jahat/label sebagai penjahat, untuk
meningkatkan keterampilan hidup bagi pelaku, agar pelaku bertanggung jawab
atas perbuatannya, untuk mencegah pengulangan tindak pidana, untuk
mengajukan intervensi-intervensi yang diperlukan bagi korban dan pelaku tanpa
harus melalui proses formal, program diversi akan menghindari anak mengikuti
proses-proses sistem pengadilan. Langkah lanjut akan program ini akan
menjauhkan anak-anak dari pengaruh-pengaruh dan implikasi negatif dari proses

peradilan tersebut.

B. Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan atau lazimnya dikenal di masyarakat
dengan istilah perampokan. Istilah antara pencurian dengan kekerasan dan
perampokan dari segi redaksional kedua istilah tersebut berbeda namun
mempunyai makna yang sama, misalnya kalau disebutkan pencurian dengan
kekerasan atau ancaman kekerasan sama halnya dengan merampok. Merampok

juga adalah perbuatan jahat, oleh karena itu walaupun tidak dikenal dalam
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KUHPidana namun, perumusannya sebagai perbuatan pidana jelas telah diatur
sehingga patut dihukum seperti halnya pencurian dengan kekerasan. Tindak
pidana pencurian dengan kekerasan itu oleh pembentuk undang-undang telah

diatur dalam Pasal 365 KUHPidana, yang rumusannya sebagai berikut:

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun pencurian yang
didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan,
terhdap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah
pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan
diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang
dicuri.

2. Diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun:

Ke-1 jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuahrumah atau di

pekarangan tertutup yang ada rumahnya, diberjalan.;
Ke- 2 jika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ke-3 jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau emanjat
atau dengan memakia anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan

palsu.
Ke-4 Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat.

3. Jika perbuatan mengakibatkan kematian maka diancam dengan pidana penjara
paling lama lima belas tahun.

4. Diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu
tertentu paling lama dua puluh tahun, jika perbuatan mengakibatkan luka berat
atau kematian dan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,

disertai pula oleh salahsatu hal yang diterangkan dalam nomor 1 dan 3.

Dengan demikian maka yang diatur dalam Pasal 365 KUHPidana sesungguhnya

hanyalah satu kejahatan, dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan
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pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan
merupakan suatu samenloop dari kejahatan pencurian dengan kejahatan

pemakaian kekerasan terhadap orang.

Pencurian dengan kekerasan bukanlah merupakan gabungan dalam artian
gabungan antara tindak pidana pencurian dengan tindak pidana kekerasan maupun
ancaman kekerasan, kekerasan dalam hal ini merupakan keadaan yang
berkualifikasi, maksudnya adalah kekerasan adalah suatu keadaan yang mengubah
kualifikasi pencurian biasa menjadi pencurian dengan kekerasan. Sehingga, unsur-
unsurnya dikatakan sama dengan Pasal 362 KUHPidana ditambahkan unsur

kekerasan atau ancaman kekerasan.
C. Pengertian Anak

Di Indonesia sendiri ada beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur
tentang anak, misalnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Nomor 4 tentang Kesejahteraan Anak,
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Berbagai

peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.”

Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak yaitu :

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk

anak yang masih dalam kandungan.”

20 Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
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Pengertian anak merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan
kesimpangsiuran pendapat diantara para pakar hukum, salah satunya adalah
mengenai batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Para pakar hukum tidak

mempunyai kata sepakat tentang batas umur anak.

Pada sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur
anak, hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara
tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap
peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang

anak.

Berbagai macam pengertian anak dalam peraturan perundang-undangan sebagai

berikut:
a. Anak menurut UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Dalam Pasal 1 angka 5 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

mendefinisikan :

"Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun
dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal

tersebut adalah demi kepentingannya"
b. Anak menurut UU Perlindungan Anak

Dalam Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
mendefinisikan anak sebagai berikut: "anak adalah seseorang yang belum

berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan"
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c. Anak menurut UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
Dalam Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak,
mendefinisikan bahwa "anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21

tahun dan belum pernah kawin".
D. Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim
1. Pengertian Putusan Hakim

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk
memperoleh putusan hakim.?' Putusan hakim atau lazim disebut dengan
istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau
dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara guna menyelesaikan sengketa
diantara mereka dengan sebaik-baiknya. Putusan hakim tersebut pihak- pihak
yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan

dalam perkara yang mereka hadapi**.

Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian
hukum dan mencerminkan keadilan, hakim sebagai aparatur negara yang
melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang
sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik
peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun
hukum yang tidak tertulis seperti hukum kebiasaan®. Pada Undang- Undang

tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan, bahwa hakim wajib menggali,

2L M. Nur Rasaid, Hukum Acara Perdata, cet. 111, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2003), hlm. 48.
2Moh. Taufik Makarao, Pokok-pokok Hukum Acara Perdata, cet. 1, (Jakarta: PT. Rineka
Cipta, 2004), hlm. 124

ZRiduan Syahrani, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum, cet. I,

(Jakarta: Pustaka Kartini, 1998), hlm. 83.



20
mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup

dalam masyarakat.**

Sudikno Mertokusumo, memberikan definisi putusan hakim sebagai suatu
pernyataan hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan di
persidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau
suatu sengketa antara para pihak.” Definisi Sudikno mencoba untuk
menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang
diucapkan di depan persidangan. Putusan yang diucapkan di persidangan
memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (vonis)*®. Ada perbedaan
diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya

putusan itu sejak diucapkan.?’

Instruksi oleh Mahkamah Agung melalui surat edarannya Nomor 5 Tahun
1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor 1 Tahun 1962 tanggal 7 Maret
1962 yang antara lain menginstruksikan agar pada waktu putusan diucapkan
konsep putusan harus sudah selesai. Maksud surat edaran tersebut ialah
untuk mencegah hambatandalam penyelesaian perkara, tetapi dapat dicegah

pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.”®

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 14/1970, isi keputusan pengadilan
selain harus memuat alasan-alasan dan dasar-dasar putusan, juga harus memuat
pula pasal-pasal tertentu dari peraturan—peraturan yang bersangkutan atau sumber

hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Karena begitu

*Indonesia, (a), op. cit., psl.28 ayat (1).
25Mertokusumo, op. cit., hlm. 158.
26Wojowasito, op. cit., hlm. 701.
27Mertokusumo, op. cit.

*Tbid.
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kompleksitas dimensi dan subtansi putusan hakim tersebut, memang tidaklah
mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai, dan sempurna terhadap
pengertian putusan hakim, akan tetapi, untuk memberikan sekedar batasan maka

kalau kita bertitik tolak pada pandangangan doktrina, hukum positif/ius operatum.

Asumsi penulis “Putusan adalah hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah
dipertimbangan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk
tertulis maupun lisan” demikian dimuat dalam buku peristilahan hukum dalam

praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung RI 1985 halaman 221.

Rumusan diatas terasa kurang tepat selanjutnya jika dibaca pada buku tersebut,
ternyata [Iputusan[! dan [lkeputusanl] dicampur adukan. Adapula yang
mengartikan "putusan(| (vonis) sebagai vonis tetapl ] (devinitif) (kamus istilah
hukum Fockema Andrea) rumusan-rumusan yang kurang tepat terjadi sebagai

akibat penerjemahan ahli bahasa yang bukan ahli hukum.

Pada pembangunan hukum sedang berlangsung, diperlukan kecermatan dalam
pembangunan istilah. Mengenai kata putusan yang diterjemahkan dari hasil vonis
adalah hasil akhir dari pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Ada juga yang
disebut interlocutoir yang diterjemahkan dengan keputusan antara atau keputusan
sela dan prevaratoire yang diterjemahkan dengan keputusan pendahuluan atau
keputusan persiapan serta keputusan professional yang diterjemahkan dengan

keputusan untuk sementara praktik yang dikeluarkan Kejaksaan Agung.

Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHP Acara Pidana dalam bab tersebut disebutkan

bahwa “Pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang
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dapat berupa pemindanan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam

hal serta menurut acara yang diatur dalam undang-undang ini”

Menurut Lilik Mulyadi, dengan berlandaskan pada visi teoritis dan praktik maka
“putusan hakim” itu merupakan. Putusan yang diucapkan oleh hakim karena
jabatanya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah
melakukan proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan
amar pemindahan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat

dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana adalah “gebonden vrijheld”
yaitu kebebasan terikat/terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang
berlaku dalam batas tertentu, hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan dan
menentukan jenis pidana (starsoort) ukuran pidana berat atau ringanya pidana
(strafmaat), cara pelaksanaan pidana (straf modus) dan kebebasan untuk
menentukan hukum secara asumtif peranan hakim sebagai pihak yang
memberikan pemidanaan tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan
yang hidup dimasyarakat, sebagai mana diatur dalam Pasal 28 Undang-undang

Nomor 4 Tahun 2004 jo.

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman yang menyatakan “Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib
menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dimasyaraka.
Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan
hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusanya mengenai

hal-hal sebagai berikut:
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1. Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan
perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, kemudian

2. Keputusan mengenai hukumnya, ialah apakah perbuatan yang dilakukan
terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan akibatnya,

3. Keputusan mengenai pidanaya, apakah memang dapat dipidana

2. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan berasal dari dua suku kata, yakni dasar dan timbang, kata

“dasar” dalam kamus besar Bahasa Indonesia berarti pokok atau pangkal.

Kata “timbang” berarti tidak berat sebelah, sama berat, dan pertimbangan artinya

pendapat (baik atau buruk).

Sedangkan kata hakim secara etimologis berasal dari bahasa Arab Hakam, hakim
yang berarti maha adil, maha bijaksana, sehingga secara fungsional diharapkan
mampu memberikan keadilan dan kebijaksanaan dalam memutus sengketa. Dalam
kamus besar bahasa Indonesia, pengertian hakim adalah:

1. Orang yang mengadili perkara (dalam pengadilan atau mahkamah)

2. Orang-orang pandai, budiman dan ahli: orang yang bijaksana.

Menurut Mackenzei, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapatdipergunakan
oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatuperkara,

yaitu sebagai berikut:

1. Teori keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-
syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentinagan pihak-pihak

yangtesangkut atau berakitan dengan perkara, yaitu anatara lain seperti adanya
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keseimbangan yang berkaitan dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan

kepentingan korban.

2. Teori pendekatan seni dan intuisi

Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim.
Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan hakim menyesuaikan dengan keadaan
dan pidana yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan
melihatkeadaan pihak terdakwa atau penuntut umum dalam perkara pidana.
Pendekatan sendiri pergunakan oleh hakim dalam penjatuhan suatu putusan, lebih

ditentukan olehinstink atau intuisi dari pada penegtahuan dari hakim.

3. Teori pendekatan keilmuan

Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus
dilakukan secara sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya
dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari
putusan hakim. Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam peringatan bahwa
dalam memutus suatu perkara, hakim tidak boleh semata-mata atas dasar intuisi
atau instinksemata, tetapi harus dilengkapi dengan ilmu pengetahuan hukum dan
juga wawasan keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara yang harus

diputuskannya.

4. Teori Pendekatan Pengalaman
Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam
menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari, dengan pengalaman

yang dimilikinya, seorang hakim dapat mengetahui bagaimana dampak dari
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putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara pidana yang berkaitan dengan

pelaku, korban maupun masyarakat.

E. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu proses sosial, yang tidak bersifat tertutup
tetapi bersifat terbuka dimana banyak faktor mempengaruhinya, faktor-faktor

yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi
pertentanganantara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh
konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan
kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara
normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya
berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum.

b. Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum
memainkanperanan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas
kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam

penegakanhukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk

mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang
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berfungsi sebagai faktor pendukung. Kepastian dan kecepatan penyelesaian
perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam lembaga

pengadilan untuk memutus suatu perkara.

Menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin
penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau
fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara
lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi
yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya.
Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai

tujuannya.
d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian
didalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya
mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar
bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti
bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka
berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis
pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus

dilakukan, dan apa yang dilarang®

29Soerjono Soekanto.  2004,Faktor-Faktor ~Yang Mempengaruhi Penegeakan  Hukum
CetakanKelima.Jakarta : Raja Grafindo Persada hal 42



